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ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah *“Mekanisme Constitusional Question/Concrete Review
Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi.” Disusun Oleh Pedro Montgomery Tunanbany
Fernandez, NIM : 2016 110 731.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Mekanisme Constitusional
Question/Concrete Review sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi serta Apa Faktor-Faktor penghambat tidak
bisa diterapkannya Mekanisme Constitusional Question/Concrete Review sebagai
kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis/normative,
yaitu suatu metode penelitian yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan system
norma. System norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari
peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Kewenangan uji materil (Judicial Review)
UU terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi saat ini baru mencakup kewenangan
pengujian Norma Abstrak (Abstract Review) dan belum mencakup pengujian Norma
Konkret (Constitusional Question/Concrete Review). Hal ini berdasarkan Pasal 51 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan : “pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya
undang’undang Yyaitu: a) Perorangan warga Negara Indonesia; b) Kesatuan masyarakat
hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; ¢) Badan hukum
public atau privat; atau d) Lembaga Negara. Jadi hakim peradilan umum tidak memiliki
legal standing dalam uji materi, sehingga tidak berakibat pada terhentinya seluruh proses
litigasi di peradilan (pending review by ordinary courts) untuk sementara waktu hingga
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat.

Hal tersebut menjadi dasar argumentasi bahwa, ketiadaan mekanisme Constitusional
Question/Concrete Review memberikan peluang penerapan pasal yang inkonstitusional
atau pasal yang diragukan konstitusionalitasnya. 2) Kemudian, penafsiran pembentuk UU
terhadap Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengakibatkan tidak diaturnya mekanisme
Constitusional Question dalam Undang-Undang. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukan bahwa seharusnya mekanisme Constitusional Question diatur dalam UU
Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk pengoptimalan perlindungan hak-hak konstitusi
warga Negara serta bentuk tindakan preventif terhadap penerapan pasal inkonstitusional
di peradilan umum.

Kata Kunci : Constitusional Question, UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi, Uji Materi
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ABSTRACT

The thesis title is “Constitusional Question/Concrete Review Mechanisms as
a Constitusional Court authority is reviewed from statute number eight on a
change to act number 24 in 2003 on Constitusional Court”. Composed by
Pedro Montgomery Tunanbany Fernandez, NIM : 2016 110 731.

The formulation of the problem in this study is How Constitusional
Question/Concrete Review Mechanisms as a Constitusional Court authority is
reviewed from statute number eight on a change to act number 24 in 2003 on
Constitusional Court and what factors inhibitors are unable to implement
Constitusional Question/Concrete Review Mechanisms as a constitusional court
document.

The method of research used in this study this yuridis/normative, it’s a
method of research that plants the law as a building system of values. These
systems of norms are about the principles, norms, rules of the law, judicial
rulings, covenants and doctrine.

the result of this study show that: 1) Judicial review authority (uji materi)
laws against the constitution of 1945 by the constitutional court new now includes
abstract review (pengujian norma abstrak) testing authority and yet it covers
Constitusional Question/Concrete Review (Pengujian Norma Konkret). This is
under article 51 clause 1 of 2011 law number 8 on a change to the 2003 bill
number 4 of the constitusional court that stated: “The party who considers the
rights and/or authority of its constitusional is harmed by the entry into the lawship
is: a) Individual Indonesian citizens; b) As long as people live according to the
development of the people and the principles of the united republic of Indonesia
are governed under the law; c) Public or private corporations; or d) State
institution. So a common justice judge dosen’t have a legal standing within
judicial review, that shouldn’t result in a temporary litigation process until the
constitutional court issues a final and binding ruling.

It became tha basis for that argument, nothingness Constitusional
Question/Concrete Review Mechanisms provides an opportunity for application
of unconstitutional chapters or dubious constituencies. 2) Then interpretation of
the statute of 24C sectin 1 of the constitution of 1945 resulted in its failure
Constitusional Question Mechanisms in the law. Research shows that it should
Constitusional Question Mechanisms set up in the constitusional court law asa
preventive measure against the application of the unconstitutional passage in
public justice.

Keywords : Constitusional Question, 2011 law number 8 to law number 24 in
2003 on Constitusional Court, Judicial review
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